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INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana motif pelaku melakukan
tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu ?, 2)
Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat
Tanda Nomor Kendaraan palsu ?, 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, barang
bukti dan Negara. Dengan tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengetahui motif pelaku
melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan
palsu. 2) untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan
menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu. 3) untuk mengetahui akibat
hukum akibat hukum terhadap pelaku, barang bukti dan Negara. Penelitian ini bersifat
deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah motif, modus, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana
membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu. Variabel terikat
dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tindak pidana pidana membuat dan
menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa motif pelaku melakukan
tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu adalah
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modus pelaku melakukan tindak pidana
membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu adalah mencari dan
menerima orderan, membeli blangko di media sosial, dan merubah identitas sesuai
orderan. Akibat hukum terhadap pelaku adalah terdakwa di tahan, terdakwa di pidana
penjara dan terdakwa membayar biaya perkara. Akibat hukum terhadap barang bukti
yaitu barang bukti di rampas untuk dimusnahkan, barang bukti dirampas untuk Negara,
barang bukti dikembalikan kepada pemilik dan barang bukti di pergunakan dalam
perkara lain. Akibat hukum terhadap Negara yaitu Negara kehilangan pendapatan.

Kata Kunci : Motif, Modus, Akibat Hukum, Pemalsuan, Surat Tanda Nomor
Kendaraan
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